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BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 55 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENAMAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki bangunan 

rumah sakit yang menjadi salah satu Rumah Sakit unggulan 

dan rujukan di wilayah Provinsi Gorontalo , 

.bahwa sebagai bentuk penghargaan atas jasa dr. Mansyoer 

Mohammad Dunda yang telah mendarmabaktikan diri dan 

berjasa dalam bidang kesehatan, maka perlu mengabadikan 

nama besar pada bangunan Rumah Sakit Pemerintah 

Kabupaten Gorontalo , 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Gorontalo tentang Penamaan Rumah Sakit, 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945: 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822), 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1441)/Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607), 
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Menetapkan: 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari 

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187:Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 

Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213), 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21), 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN RUMAH SAKIT 

KABUPATEN GORONTALO 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

l. 

2. 

3. 

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo. 

Bupati adalah Bupati Gorontalo. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo. 

BAB II 

MAKSUD 

Pasal 2 

Maksud Pemberian Nama pada RSUD untuk memberikan status 

dan kedudukan hukum atas penamaan Rumah Sakit Umum 

Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo. 

BAB III 

PEMBERIAN NAMA RUMAH SAKIT DAERAH 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan nama Rumah Sakit 

Umum adalah RSUD dr. Mansyoer Mohammad Dunda 

Limboto. 

Penetapan RSUD dr. Mansyoer Mohammad Dunda Limboto 

merupakan penghargaan Pemerintah Kabupaten Gorontalo 

kepada dr. Mansyoer Mohammad Dunda sebagai Putra 

Gorontalo yang menyandang gelar dokter dan tokoh 
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pergerakan kemerdekaan serta jasa-jasa dalam bidang 

Kesehatan. 

(3) Ditetapkannya nama dr. Mansyoer Mohammad Dunda 

Limboto pada RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

penyebutannya menjadi RSUD dr.M.M. Dunda Limboto 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 30 DPerember 2020 

4 PATI GORONTALO, h 

Diundangkan di Limboto 

  

pada tanggal 

SEKRETARIS DAE KABUPATEN GORONTALO,     

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR


